
SALINAN

BT'PATI KEDIRI

PROVIilsI JAWA TIUI'R

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS PERDAGANGAN

KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal ro peraturan

Daerah Kabupaten Kediri Nomor S Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten
Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016
Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 147) serta sesuai dengan Nota Dinas dari Kepala
Bagran Organisasi tanggal 22 September 2016 Nomor
06ll266/418.33/2016 perihal Usulan pembentukan

Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraiaa Tugas dan F.ungsi serta Tata Kerja Organisasi
Perangkat Daerah dan Berita Acara tanggal 26 September
2016 Nomor O6t 1268/418.9312016 tentang Rapat
Pembahasan Rancangan peraturan Bupati Kabupaten Kediri
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Organisasi perangkat Daerah, mal<a
pedu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
T\rgas dan Fungsi serta Tata Keg.a Dinas perdagangan

Kabupaten Kediri;



b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a perlu menetapkan Perah.rran Bupati tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian T\rgas dan Fungsi

serta Tata Keda Dinas Dinas Perdagangan;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi

t egal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 11, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3193);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 7, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3214);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan
Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor lS Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O04 Nomor 126, Tambalan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 443g);

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tefltarrg Sistem Resi
Gudang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4630);

Mengingat : 1.
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9.

lo.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang

Pembentukan Peraturan Penrndang-undangan (l,embaran

Negara Republik lndonesia Tahun 201I Nomor A2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

52s4);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ot4 terftang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a94.1;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O14 Nomor 244, Tanbatran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3S4Z)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah

Nomor 40 Tahun 2OIO (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
Peraturan Pemerintah Nomor 5g Tahun 2O0S tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O05 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 457g);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

J



15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang

Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO7 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4735) ;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

lee);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor ll2 Tahun 2OO7 tentang
Penataan dan Pembinaan pasar Tradisional, pusat

Perbelanj aan dan Toko Modern;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1S/M-DAG/PER/3/
2006 tentang Pengawasan dan pengendalian Impor,
Pengedaran dan Penjualan, dan perizinan Minuman
Beralkohol;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/
2OO7 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha perdagangan;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 /M_DAG/pF)Rlg/
2OO7 tentang Penyelenggaraan pendaftaran perusahaan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2015
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2O36);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2O16
tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah
Kabupaten Kediri (trmbaran Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2OL6 Nomor 5 Tambahan Lembaral Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 147);

16.

t7.

18.

19.

20.

2L.

22.

23.

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN KEDIRI.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kediri.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.

Bupati adalah Bupati Kediri.

Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten

Kediri.

Dinas Perdagangan yang selanjutnya disebut Disdag adalah
Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas perdagangan Kabupaten
Kediri.

Unit Pelal<sana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Disdag.
Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai

Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas
pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk
mencapai tuJuan organisasi.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2
(1) Disdag merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan

daerah dibidang perdagangan dan urusan pemerintahan
daerah dibidang perindustrian.

(2) Disdag dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan
dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

(3) Disdag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan uruszln pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dibidang perdagangan dan
Perindustrian.

(4) Disdag untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis dibidang perdagangan dan

perindustrian;
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b. penSrusunan perencanaan program dan anggaran dibidang
perdagangan dan perindustrian;

c. pelaksanaan uru,san dibidang perdagangan dan

perindustrian;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan

dibidang perdagangan dan perindustrian;

e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaa_n dibidang
perdagangan dan perindustrian;

f. pembinaan penyelenggaraan dibidang perdagangan dan
perindustrian;

g. pembinaan UPTD;

h. pelaksanaan administrasi dibidang perdagangan dan
perindustrian;

i. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik
kepada Bupati; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Disdag terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Pen5msunan program dan Keuangan.

c. Bidang Perdagangan, membawahi :

1. Seksi Usaha perdagangan;

2. Seksi Akses Jaringan pasar dan Metrologi Legal; dan
3. Seksi Promosi produk Daerah.

d. Bidang Perindustrian, membawahi :

l. Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan;
2. Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika; dan
3. Seksi Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Industri.

e.UPTD; dan

f. Kelompok Jabatan F\rngsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan

bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.
(3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.



(4)

(s)

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian

yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepada

Sekretaris.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 4

Bagan Organisasi Disdag tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 5

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang_bidang,

membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi
umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan,
kerumahtanggaan da:r kelembagaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat ( I ), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
a. penJrusunart rancangan kebijakan dinas;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang_bidang dan

UPTD;

c. pen]rusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem
informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas;

d. pelalsanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian
administrasi umum, keuangan, sarana prasarana,
ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;

e. pengoordinasian penJrusun€rn rancangan peraturan
perunda-ng-undangax bidang perdagangan, perindustrian
dan energi sumber daya mineral;

f. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menjrurat,
kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan
perpustakaan;

g. pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;

(1)

(2)



(1)
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h. pengoordinasian pen5rusunan Standar Operasional

Prosedur (SOP) kegiatan dinas;

i. penyusunan profrl dinas; dan
j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas.

Pasal 6

Kepala 5r5 gagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

tugas melakukan urusan surat men5rurat, pelaksanaan

kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga

dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan

urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta
pengelolaan urlrsan administrasi kepegawaian, pembinaan
jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja pegawai Aparatur
Sipil Negara.

Kepala Sub Bagian Pen1rusunan program dan Keuangan
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan
program dan anggaran, pemantauan, pengelolaan sistem
informasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan
anggaran serta melakukan pengelolaan dan penyiapan
bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan,
perbendaharaal, dan pembukuan keualgan, urusan
akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan
tanggapan pemeriksaan.

Bagian Kedua

Bidang perdagangan

Pasal 7

Kepala Bidang perdagangan mempunyai tugas
melaksanakan penJrusunan rencana program kegiatan
usaha perdagangan, akses jaringa_n pasar dan metrologi
legal dan promosi produk daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bidang perdagangan menyelenggarakan
fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis perdagangan;

b. penyusunan perencanaan program perdagangan;
c. penJrusunan petunjuk teknis datam mendukung

pengembangan safalla perdagangan;

(2)

(1)

(2)



e.

penyiapan dan penyebaran informasi peluang pasar dan

promosi produk daerah;

pemantauan dan pengevaluasian perkembangan harga

secara berkala dan operasi pasar dalam rangka
pengendalian harga serta inflasi;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

perdagangan;

pengoordinasian integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas
pelaksanaan program di bidang perdagangan;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan di
bidang perdagangan; dan

i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang
Perdagangan.

Pasal 8

Kepala Seksi Usaha Perdagangan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program
kegiatan usaha perdagangan dalam dan luar negeri.
Kepala Seksi Akses Jaringan pasar dan Metrologi l,egal
mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan
rencana kegiatan akses jaringan pasar dan metrologi legal.
Kepala Seksi Promosi produk Daerah mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan program rencana
kegiatan promosi produk daerah, pasar lelang, pasar online
serta penyiapan sarana promosi produk daerah dalam
rangka pengembangan pemasaran produk daerah.

Bagian Ketiga

Bidang perindustrian

Pasal 9
Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas men5rusun
program kegiatan, melaksanakan penyiapan bimbingan
teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan
pengembangan sarana, usaha, produksi, peningkatan
ke{asama, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan terhadap kebijakan teknis di bidang
perindustrian.

h.

(1)

(2)

(3)

(1)
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Bidang Perindustrian menyelenggarakan

fungsi:
a. pen)rusunan program dan rencana kegiatan di bidang

perindustrian;

b. pelaksanaan pen5rusunarl rumusan teknis pembinaan
dan pengembangan di bidang perindustrian;

c. pelaksanaan penyiapan bimbingan teknis pembinaan dan
pengembangan sarana, usaha, dan produksi di bidang
perindustrian;

d. pelaksanaan pembinaan di bidang perindustrian;
e. pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan

kedasama dengan dunia usaha di bidang perindustrian;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil

pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perindustrian;
dan

g. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang
Perindustrian.

Pasal 10
(1) Kepala Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis
terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan
pengembangal sarana, usaha, produksi, peningkatan
kerjasama, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan terhadap kebijakan teknis di bidang industri
agro dan hasil hutan.

(2) Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, dan Elektronika
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan
teknis terhadap pelaksanaan kebijalan pembinaan dan
pengembangan sarana, usaha, produksi, peningkatan
kerjasama, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan terhadap kebijakan teknis di bidang Industri
Logam, Mesin, dan Elektronika.

(3) Kepala Seksi Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Industri
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan
teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan
pengembangan sarana, usaha, produksi, peningkatan
kerjasama, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan terhadap kebijakan teknis di bidang Industri
Kimia, Tekstil, dan Aneka Industri.
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Pasal 11

Penjabaran Fungsi Eselon IV ditetapkan oleh Kepala Dinas dalam

bentuk Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

UP/TD

Pasal 12

(1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Disdag.

(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan
bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya,UPTD menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan bidang
operasionalnya;

b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Pasal 14

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian T\rgas
dan Fungsi UPID ditetapkan dalam peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang diangkat oleh Bupati.

(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh
Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban ke4.a, sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB VI

TATA KERJA

Pasal 16

(1) Daiam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala

Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala

Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan F\rngsional

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan

organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi
lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya

masing-masing.

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi mengawasi bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agax

mengambil langkah{angkah yang diperlukan.
(3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungiawab

memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.

(4) Setiap pemimpin satuan organisasi mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggungiawab pada atasannya masing_
masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi
dan bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk penJrusunan laporan tebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada
atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 17

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian,
Kepala Seksi dan Kepala UpTD diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari
Kepala Bagian Organisasi tanggal 22 Septembe r 2016 Nomor

061 12661 478.3312076 perihal Usulan Pembentukan Peraturan

Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian T\rgas

dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan
Berita Acara tanggal 26 September 2016 Nomor

06l /2681 418.3312016 tentang Rapat Pembahasan Rancangan

Peraturan Bupati Kabupaten Kediri tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Organisasi Perangkat Daerah, dengan hasil peserta rapat
memutuskan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian T\rgas
dan F\:ngsi serta Tata Kerja Organisasi perangkat Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada
tanggal diundangkan dan mulai berlaku efektif pada tahun 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
padatanggal 9-tt-2016
BT'PATI NEDIRI,

ttd
IIARYAJYTI SUTRISICO

Diundangkan di Kediri
padatanggal 9 -lI-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd
SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 49
Salinan sesuai dengan aslinya
an. SEKRTTARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum

u.b.
Kepala Bagian Hukrmr



't : PEMTURAN BUPATI KEOIRI
NOMOR : 49 TAHUN 2016
TANGGAL: 9-11 -2016

BAGAN ORGANISASI

DINAS PERDAGANGAN

l,)

BUPATI KEDIRI,
nd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. AEKRETAF{S DAERAfi
Aslsten Admlnlgtra3l Umun

KEPALA DINAS

SEKSI
INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL

DAN ANEKA INDUSTRI

u.b.
K.pah Baglm Hukum

)

SEKSI
INDUSTRIAGRO DAN HASIL

HUTAN


